
 

 

 

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR   15  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA 

PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR GORONTALO, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan 

Pasal 10 ayat (4) Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  

sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  

Nomor  70 Tahun  2012  tentang  Perubahan Kedua  Atas  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah,  perlu Pelimpahan Kewenangan Dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

Gorontalo tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna 

Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan   Presiden   Nomor   106 Tahun   2007   tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  sebagaimana 

diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  70 Tahun  

2012  tentang  Perubahan Kedua  Atas  PeraturanPresiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5334); 

10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELIMPAHAN 

KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA 

PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH 

 



BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur  ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

3. Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 

untuk memperoleh Barang/Jasa. 

4. Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja   Perangkat   Daerah/ 

Institusi  yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah 

instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ 

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang 

disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah 

pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan 

APBD/APBN. 

7. KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah atas usul PA. 

8. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan dari PA kepada KPA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan di bidang  Pengadaan 

Barang/Jasa pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

 



10. Unit  Layanan  Pengadaan  yang  selanjutnya  disebut  ULP  

adalah  unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau 

melekat pada unit yang sudah ada. 

11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat 

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan 

menerima hasil pekerjaan. 

 

BAB II  

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang  lingkup  Peraturan  Gubernur  ini  adalah  pelimpahan  

kewenangan  PA kepada KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010  sebagaimana diubah  terakhir  

dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

BAB III 

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN  

KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

 

Pasal 3 
 

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

a.  menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

b.  mengumumkan   secara  luas  Rencana  Umum  Pengadaan 

paling kurang di website K/L/D/I; 

c.  menetapkan PPK; 

d.  menetapkan Pejabat Pengadaan; 

e.  menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

f.   menetapkan: 

(2)  Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan 

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

(3)  Pemenang  pada  Seleksi  atau  penyedia  pada Penunjukan  

Langsung untuk  paket  Pengadaan  Jasa Konsultansi   dengan   

nilai   diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

a. mengawasi pelaksanaan anggaran;    

   



b. menyampaikan     laporan     keuangan     sesuai     dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan; 

c. menyelesaikan   perselisihan   antara   PPK   dengan   ULP/ 

Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 

dan 

d. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa 

(4) PA dapat  melimpahkan  sebagian  wewenang  dalam  proses  

Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA didasarkan atas 

pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali 

organisasi. 

(5) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

dilimpahkan kepada KPA adalah: 

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

b.  mengumumkan   secara  luas  Rencana  Umum  Pengadaan 

paling kurang di website K/L/D/I; 

c.  menetapkan PPK; 

d. menetapkan Pejabat Pengadaan; 

e.  menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;  

f. menyampaikan     laporan     keuangan     sesuai     dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan; 

g.  menyelesaikan   perselisihan   antara   PPK   dengan   ULP/ 

Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;  

h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa 

(6) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagai PPK atau Kepala 

ULP adalah: 

a. menetapkan    rencana    pelaksanaan    Pengadaan 

Barang/Jasa yang meliputi: 

1. spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

2.   Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  dan 

3.   rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan  Surat  Penunjukan  Penyedia Barang/ Jasa; 

c. menyetujui bukti  pembelian atau  menandatangani 

Kuitansi/Surat    Perintah    Kerja   (SPK)/surat perjanjian: 

d. melaksanakan  Kontrak  dengan  Penyedia  Barang/ Jasa; 

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan 

Barang/Jasa kepada PA; 



g. menyerahkan  hasil  pekerjaan  Pengadaan  Barang/ Jasa  

kepada PA dengan  Berita  Acara Penyerahan; 

h. melaporkan    kemajuan    pekerjaan    termasuk penyerapan 

anggaran dan  hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA 

setiap triwulan; dan 

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

BAB IV 

 KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

 

 

 Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal   5 Maret  2014 

       GUBERNUR GORONTALO, 

Ttd  

       RUSLI HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 5 Maret 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

Ttd  

              WINARNI D. MONOARFA 

              

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 15 

 

 


